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SUANDRI UNCA SINDA (B11109157), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Kab.Tana Toraja(Studi Kasus 
Putusan No.85/Pid.Sus/2012/PN.MKL) dibimbing oleh Aswanto 
Kamarudin sebagai Pembimbing I dan Hj Nur Azisa sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui penerapan 
sanksi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak dalam putusan no.85/Pid.Sus/2012/PN.MKL dan untuk mengetahui 
hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hukum hakimdalam menjatuhkan 
pidana terhadapa pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak 
dalam putusan no.85/Pid.Sus/2012/PN.MKL 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan 
Makale yaitu pada kantor Pengadilan Negeri Makale, penulis melakukan 
wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Makale yang 
mengadili kasus ini dan melakukan pengumpulan data yang berkenaan 
dengan objek penelitian. 
  
 Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan sanksi 
oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan 
no.85/Pid.Sus/2012/PN.MKL adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis 
menganggap sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 
berlaku, yaitu Pasal 81 ayat (2) undang-undang 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Berdasarkan penerapan 
sanksi oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak. 
 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 
pada dakwaan penuntut umum dan apa yang terbukti dan barang bukti 
ditambah dengan kenyakinan hakim serta didasarkan pada alasan hal-hal 
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A. Latar Belakang 
Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan 
pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan 
adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh 
seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk 
menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik 
Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan pancasila.  
Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut 
berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di 
masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara 
pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga 
mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan 
teknologi, tetapi disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak 
selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, akan tetapi 




 Apa yang disebut dengan istilah “kejahatan merupakan bagian 
kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. 
Perampokan, pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, penipuan, 
penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan 
dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial”.1 
Sebuah semboyan yang mengatakan bahwa kejahatan timbul 
bukan karena ada niat dari pelakunya akan tetapi karena adanya 
kesempatan, dari kesempatan itulah kejahatan dapat terjadi. Mengenai 
masalah kejahatan, dimana kejahatan tersebut sulit untuk diprediksi atau 
ditebak, kapan kejahatan itu akan timbul dan kapan kejahatan itu tiada. 
Kejahatan itu sulit untuk dimengerti, apapun bentuk, jenis, besar maupun 
kecilnya kejahatan tersebut tetap berdampak buruk sebagai kejahatan 
yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. 
Beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan 
seiring dengan perkembangan dan kemajuan di setiap negara terutama di 
Indonesia. Yang menjadi korbannya tidak hanya pemerintah, instansi 
swasta, dan masyarakat, akan tetapi anak pun dapat menjadi korban dari 
suatu kejahatan seperti tindak kekerasan, perdagangan, eksploitasi, 
penelantaran, kejahatan seksual dan lain-lain. Mengenai masalah anak, 
anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah 
kejahatan seksual. 
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Anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya 
persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi 
korban ialah anak di bawah umur.Tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat 
penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak 
pidana persetubuhan (yang dalam kenyataannya lebih banyak menimpa 
kaum wanita remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar 
norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang 
disetubuhi adalah anak,yang pada dasarnya secara fisik belum 
mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa. 
Dalam hal kasus persetubuhan terhadap anak tersebut, mengingat 
usia mereka yang relatif sangat muda, kebanyakan dari mereka yang 
menjadi korban belum mengetahui atau mengerti, bahwa tanpa disadari 
mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan yang di mana mereka 
telah disetubuhi, karena mereka tidak menyadari dan tidak mengerti 
mengenai arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan 
terhadap mereka.  
Sangat sedikit kasus persetubuhan terhadap anak yang tertangkap 
tangan pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan persetubuhan 
tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berasal dari 
laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak 
tersebut atau cerita polos dari anak-anak yang bersangkutan mengenai 
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peristiwa yang dialaminya tanpa disadarinya, bahwa dia telah menjadi 
korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.  
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini bukan suatu hal 
yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tak penting. Masalah ini 
sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak,di mana 
anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang 
harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat 
merugikannya.  
Oleh karena itu, tidak hanya keluarganya yang berperan aktif akan 
tetapi seluruh lapisan mayarakat berperan aktif dalam memperhatikan, 
melindungi, dan menjaganya dari perlakuan yang dikemukakan 
Koesparmono Irsan sebagai berikut : 
1) Diskriminasi Perlakuan, misalnya perlakuan yang membeda-
bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya 
dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik 
dan/ atau mental.  
2) Eksplotasi, baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atau 
perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk 
memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.  
3) Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan menagabaikan 
dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau 
mengurus anak sebagaimana mestinya. 
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4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Perlakuan kejam 
misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau 
tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Pelakuan kekerasan 
dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai atau mencederai 
anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.  
5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang 
satu dan lainya atau kesewenang-wenangan terhadap anak. 
Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau 
perbuatan tidak senonoh kepada anak.2 
Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa 
yang harus dilindungi dan kesejahteraan harus dijamin. Didalam 
masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala 
bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan 
anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa indonesia yang tertuang 
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke empat 
yaitu “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia”. 
Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, 
sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup 
lengkap, yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Mengenai batasan anak, dapat dipedomani 
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dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-
Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan 
Undang-Undang Peradilan Anak yang sangat diperlukan dalam 
menganalisa masalah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di 
bawah umur. Berdasarkan uraian di atas,maka penulis sangat tertarik 
untuk mengkaji dan menganalisa tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kab. Tana Toraja (Studi Kasus 
Putusan No 85/PID.SUS/2012/PN.MKL)” sebagai salah satu tulisan ilmiah 
dalam bentuk skripsi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
85/PID.SUS/2012/PN.MKL)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Studi 









C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
85/PID.SUS/2012/PN.MKL). 
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
85/PID.SUS/2012/PN.MKL). 
 
D. Kegunaan  Penelitian 
Adapun yang menjadi manfaat yang penulis harapkan adalah 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang 
pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan 
mahasiswa fakultas hukum pada umumnya. 
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi 
semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam 
mengemban tugas profesi hukum. 
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam 







A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
 Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang mana pembentuk undang-undang 
mengenalnya dengan istilah strafbar feit. Dalam bahasa Belanda, Strafbar 
yang berarti dapat dihukum, sedangkan feit yang berarti suatu kenyataan 
atau fakta. Strafbar feit menurut pendapat Simons ialah “kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, 
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab”.3 Sedangkan menurut pendapat Van 
Hamel, strafbar feit adalah “kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 
dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.4 
 Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak 
pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli 
hukum pidana  yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang 
dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
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(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut”.5 
 Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang 
telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 
suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu 
berdasarkan asas legalitas (principle of legality) yang tergantung di dalam 
Pasal 1 ayat (1), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 
dalam undang-undang6. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Dalam mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-
unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah 
melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana 
yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 
umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari 
unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan 
unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan 
dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu 
                                                           
5
  Ibid, hal. 54. 





yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak 
pidana itu antara lain sebagai berikut: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa);  
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;  
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  
4. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachteraad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP;  
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP.7 
 Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur 
objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :  
1. Sifat melanggar hukum atau Wederrechtelicjkheid;  
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan 
Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.  
                                                           
7
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, Citra Aditya 
Bakti, 1997), hal. 193. 
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3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.8 
 Dari uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu 
tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat 
melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak 
menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut 
sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar 
perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti 
kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam 
menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak 
pidana. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu 
pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan dari beberapa sudut yang 
antara lain sebagai berikut9:  
a. Berdasarkan sistem KUHP terdapat delik kejahatan dan delik 
pelanggaran tersebut terdapat dalam KUHP. Pembedaan dan 
pembagian terletak pada buku II KUHP yang mengatur tentang 
kejahatan dan buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam 
ancaman pidananya, pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan 
yang di mana kejahatan yang ancaman pidananya menitik beratkan 
                                                           
8
  Ibid 
9
 Andi Hamza, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Galia Indonesia, 
Jakarta, 1986) Hal. 99 
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penjara, sedangkan pelanggaran lebih menitikberatkan denda atau 
kurungan. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan 
delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:  
1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang melakukan 
delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di 
Indonesia maka dipandang tidak perlu dituntut.  
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak 
pidana.  
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 
umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
b. Dari segi perumusannya terdapat delik formil dan delik materil. Delik 
formil adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dianggap 
selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. 
Sedangkan delik materil adalah suatu tindak pidana yang selesai atau 
sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang.  
c. Dari segi sifat perbuatannya terdapat delik komisi dan delik omisi. Delik  
komisi yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif 
yang melanggar larangan. Yang dimaksud perbuatan aktif tersebut 
adalah perbuatan yang mewujudkan disyaratkannya adanya gerakan 
dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan delik omisi dibedakan 
menjadi dua macam yaitu delik omisi murni dan delik omisi tidak murni. 
Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. 
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Sedangkan delik omisi tidak murni merupakan tindak pidana yang 
terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat yang 
ditimbulkan dari suatu pengabaian 
d. Dari bentuk kesalahannya terdapat delik sengaja dan delik tidak 
sengaja. Delik sengaja adalah tindak pidana yang di dalam rumusannya 
dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. 
Sedangkan delik kelalaian atau tidak dengan sengaja adalah tindak 
pidana yang di mana dalam rumusannya tidak mengandung unsur 
kesengajaan.  
e. Dari segi penuntutannya terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik 
aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada 
pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan terhadap tindakan 
pelaku. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut 
tanpa adanya suatu pengaduan. 
f. Dari segi perbuatannya terdapat delik yang berdiri sendiri dan delik 
yang diteruskan. Delik yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana 
yang terdiri atas satu perbuatan, sedangkan delik yang diteruskan yaitu 
suatu tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang 
mempunyai pertalian yang sedemikian eratnya sehingga harus 
dianggap satu perbuatan. Pembagian antara delik yang berdiri sendiri 




g. Dari segi keadaan terdapat delik selesai dan delik berlanjut. Delik 
selesai yaitu tindak pidana yang selesai terjadi dengan melakukan satu 
atau beberapa perbuatan tertentu, sedangkan delik berlanjut yaitu 
tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan 
terlarang. 
h. Dari sudut berapa kali perbuatannya yang dilarang yang dilakukan 
terdapat delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal yaitu suatu 
tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan atau sekali saja 
dilakukan, sedangkan delik berangkai ialah suatu tindak pidana yang 
terdiri dari beberapa jenis perbuatan.  
i. Dari sudut kepentingan negara terdapat delik politik dan delik 
kelompok. Delik politik ialah tindak pidana yang tujuannya di arahkan 
kepada keamanan negara dan terhadap kepala negara, sedangkan 
delik kelompok yaitu tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap 
keamanan negara atau kepala negara.  
j. Dari sudut unsur perbuatannya terdapat delik sederhana, delik dengan 
pemberatan dan delik peringanan. Delik sederhana yaitu tindak pidana 
dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk 
undang-undang. Delik dengan pemberatan yaitu tindak pidana yang 
mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokok akan 
tetapi ada unsur-unsur lain yang ditambahkan, sehingga ancaman 
pidananya lebih berat dari tindak pidana pokoknya. Sedangkan delik 
peringanan ialah tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama 
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dengan tindak pidana bentuk pokoknya akan tetapi ditambahkan unsur-
unsur lainnya yang dan dapat meringankan ancaman pidananya.  
k. Dari segi subyek hukumnya terdapat delik propria (khusus) dan delik 
komun (umum). Delik propria atau delik khusus adalah tindak pidana 
yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil 
atau yang mempunyai kedudukan struktural di pemerintahan. 
Sedangkan delik komun atau delik umum ialah tindak pidana yang 
dilakukan oleh setiap orang. 
 
B. Ketentuan Pidana Mengenai Persetubuhan Terhadap Anak 
1) Pengertian Persetubuhan 
 Dalam tataran kehidupan bermasyarakat, seringkali masyarakat 
menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki 
makna yang sama, padahal pada dasarnya persetubuhan dan 
pemerkosaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dengan 
mudah dibedakan. 
 Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasaan atau ancaman 
kekerasan, maka perbuatan tersebut adalah pemerkosaan, tetapi apabila 
perbuatan tersebut disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban 
melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan 
persetubuhan. Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo yaitu: 
“Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan 
kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan 
anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam 




Dalam KUHP, persetubuhan diatur dalam Buku II dengan Titel tindak 
pidana kesusilaan. 
 Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa : 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun”. 
 
 Dari rumusan pasal di atas, penulis menganggap bahwa 
persetubuhan tersebut adalah pemaksaan persetubuhan yang lebih tepat 
dinamakan dengan pemerkosaan. Selanjutnya pasal yang mengatur 
masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai 
berikut: 
“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar 
pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam kedaan 
pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan tahun”. 
 
Tentang keadaan korban yang tidak berdaya ini, bukanlah 
merupakan akibat dari perbuatan pelaku, tapi korban tidak berdaya akibat 
dari perbuatannya sendiri, misalkan mabuk karena minuman keras. Jika 
korban tidak berdaya karena perbuatan pelaku, lalu menyetubuhinya 
maka perbuatan tersebut masuk ke dalam bentuk pemerkosaan, karena 
membuat pingsan atau tidak berdaya oleh KUHP disamakan dengan 
menggunakan kekerasan. 
Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya 
disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban 
dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan. 
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Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur 
masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa 
dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau 
merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena 
persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun 
meninggal dunia. 
Dalam persetubuhan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
syarat utama adanya persetubuhan adalah kelamin laki-laki harus masuk 
ke dalam kelamin perempuan. Olehnya itu persetubuhan ini juga berbeda 
dengan pencabulan, karena dalam hal pencabulan, kelamin laki-laki tidak 
disyaratkan untuk masuk ke dalam kelamin perempuan. 
2) Persetubuhan Anak Menurut KUHP 
Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah : 
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar 
perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, 
bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak 
jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin,  diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
 
Bagian inti delik dari pasal di atas adalah : 
1. Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan; 
2. Diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umurnya belum 
lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya 
untuk kawin. 
Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP disebutkan: 
“Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan 
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belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 
291 dan Pasal 294” 
Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari 
persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. 
Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah 
pengawasaannya, pembantuannya  atau bawahannya. 
Jika melihat rumusan dalam Pasal 287 KUHP, terdapat dua jenis 
tindak pidana di dalamnya, yang pertama tindak pidana aduan, yang 
terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 
tahun dan belum mencapai umur 15 tahun. Kedua, adalah tindak pidana 
biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak dibawah umur 12 
tahun atau mengakibatkan luka-luka, luka berat dan luka ringan atau 
bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan dan 
pembantunya. Oleh karena merupakan tindak pidana biasa maka tidak 
memerlukan adanya pengaduan. 
Dalam Pasal 287 KUHP tersebut, syarat persetubuhan harus 
dilakukan di luar perkawinan, jadi apabila persetubuhan tersebut dilakukan 
terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, 





Pasal 288 KUHP tersebut menentukan bahwa: 
(1) barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seseorang 
perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila 
perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana 
penjara paling lama delapan tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun. 
Dari Pasal 288 KUHP tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam 
KUHP seorang suami dianggap melakukan kejahatan pesetubuhan 
terhadap istrinya yang belum berumur 15 tahun apabila persetubuhan 
tersebut mengakibatkan isterinya menderita luka-luka, luka berat dan 
mengakibatkan isterinya meninggal. 
Luka-luka disini adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk 
badan manusia yang berlainan diri pada bentuk semula. Misalnya 
mengiris, memotong ataupun menusuk dengan pisau. Sementara 
mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan 
tentang tentang luka berat sebagai : 
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan 
akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 
2) Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan atau mata pencaharian; 
3) Kehilangan salah satu panca indera; 
4) Mendapat cacat berat; 
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5) Menderita lumpuh; 
6) Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih; 
7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Tentang Pasal 288, menurut Lemaire, “pasal ini diciptakan untuk 
mencegah perkawinan anak-anak menurut hukum adat Indonesia, 
merupakan tindak pidana bukan karena telah terjadi persetubuhan, tetapi 
karena menimbulkan luka-luka10. 
Ketentuan pidana inilah yang kemudian menjadi rasio lahirnya 
batas minimal usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dalam Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 16 
tahun.  
3) Persetubuhan Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak  
Tindak pidana  persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(UU Perlindungan Anak). Dalam undang-undang tersebut, pengaturan 
tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang 
menentukan bahwa: 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan,memaksa anak melakukan persetubuhan 
denagannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
                                                           
          10 Andi Hamzah, 2009. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. 




denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan segaja melakukan tipu muslihat, 
serangkain kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau orang lain. 
 Jika melihat pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di 
atas dan pasal yang ada dalam KUHP terlihat adanya rumusan baru 
tentang persetubuhan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu 
muslihat dan serangkaian kebohongan. 
Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya 
merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun 
menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap 
bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal 
yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang 
prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang 
menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. 
Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan-
perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, 
yaitu: 
a) Perkataan yang isinya tidak benar; 
b) Lebih dari satu kebohongan; 
c) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. 
Hal yang merupakan kemajuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU 
Perlindungan Anak adalah adanya kualifikasi orang yang dengan segaja 
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melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain disamakan dengan 
orang yang dengan segaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
orang lain. Dalam artian bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk dirumuskan sama dengan persetubuhan yang dilakukan 
dengan memaksa. 
C. Hubungan antara Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 287 KUHP.  
 Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas “Lex specialis 
derogat Lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus 
mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya 
kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu 
peraturan perundang-undangan. 
 Hubungan antara undang-undang perlindungan anak khususnya 
Pasal 81 dengan kitab undang-undang hukum pidana Pasal 287 KUHP 
merupakan hubungan hubungan khusus dan hukum umum. Dimana pasal 
81 merupakan atura khusus (lex specialis) dan Pasal 287 KUHP 
merupakan aturan umum (lex generalis). 
 Dengan adanya undang-undang perindungan anak khususnya 
Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak 
dapat diterapkan lagi bagi pelaku perkosaan yang dilakukan terhadap 
anak. Sebab dalam Pasal 81 undang-undang perlindungan anak telah 
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diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik perkosaan 
yang dilakukan terhadap anak dibaeh umur, penggunaan Pasal 81 
undang-undang perlindungan anak harus didahulukan dari Pasal 287 
KUHP. 
D. Pengertian Anak   
 Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa 
dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, 
dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan 
generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan 
dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 
Indonesia11 
 Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga dikatakan belum 
dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak :  
a) Pengertian anak menurut Hukum Pidana. 
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, 
tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang 
memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. 
Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. 
                                                           
    11 Rika Saraswati. 2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. PT. Citra Aditya 




b) Pengertian anak menurut Hukum Perdata. 
Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) 
didefenisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin 
sebelumnya. 
 Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis 
juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, 
sebagai berikut : 
a) Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.” 
b) Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang  
Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
angka 1  sebagai berikut : ”Anak adalah orang yang dalam 
perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin.” Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) 
memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai 
pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun 
secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan 
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intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa 
Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak 
anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan 
perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
c) Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
menikah. 
d) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia.Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa 
anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya. 
e) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. 
Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 
f) Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak 
(Convention on The Right of The Child) 
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 Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda 
dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-
undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai 
berikut :  
“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan 
belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku 
pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan 
pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak 
yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan 
jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri 
yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban 
misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, 
perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan 
dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta 
anggota masyarakat disekitarnya”. 
 
 Di antara sekian banyak pengertian anak yang dikemukan maka 
dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan penulis adalah 
pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak 
adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini 
menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminatif. 
 Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum perlindungan anak, yaitu : 
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a. Konvensi Hak Anak(Convention on The Right of The Child). 
 Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia 
dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. 
Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan 
prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai 
hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional 
mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-
hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur 
dalamBab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. 
 
E. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana 
membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam 
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hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan 
pergaulan hidup yang teratur.  
Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah 
untuk memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat kejahatan 
itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk 
mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 
pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan 
implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. 
Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian 
dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan 
adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum. 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar 
pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku 
untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam koodifikasi 
maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus 
adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan 
tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. 
a) Dasar Pemberatan Pidana Umum 
Menurut Johnkers , bahwa dasar umum strafverhogingsgronden atau 
dasar pemberatan atau penambahan pidana umum, yaitu:  
1. Kedudukan sebagai pegawai negeri,  
2. Recideive (pengulangan delik), dan 
29 
 
3. Samenloop(gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau 
concursus.12 
 
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan 
diperberatnya pidana umum, ialah: 
1. Dasar pemberatan karena jabatan. 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusan lengkapnya adalah:  
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada 
waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 
pidananya ditambah sepertiga”.13 
 
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan. 
 Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang 
berbunyi: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat 
ditambah sepertiga”. 
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive). 
 Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut: 
a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-
tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 
KUHP; dan 
                                                           
12
 Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana I. (Sinar Grafika: Jakarta). Hal 427 
13
 Ibid.  
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b. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP 
juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat 
terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 
ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3). 
Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana 
adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana 
(penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut 
Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. 
Sementara pada recidive yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak 
pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga 
yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman 
maksimum. Tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan 
sepertiga”, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, 
misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 
ayat (2)), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan 
kurungan (Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2)). 
Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak 
pada tiga faktor, yaitu : 
1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana. 
2. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena 
tindak pidana yang pertama. 





b) Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas 
ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab 
diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut dasar 
pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu 
yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada 
tindak pidana lain. 
Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam 
jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 
363 dan 365 KUHP, pada tindak pidana penggelapan bentuk 
diperberatnya diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, penganiayaan 
bentuk diperberatnya pada Pasal 351 ayat (2),(3) KUHP, Pasal 353 ayat 
(1),(2), (3) KUHP, Pasal 354 ayat (1),(2) KUHP, Pasal 355 ayat (1),(2) 
KUHP dan Pasal 356 KUHP, tindak pidana pengrusakan barang bentuk 
diperberatnya ada pada Pasal 409 KUHP dan Pasal 410 KUHP. 
Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah 
harus memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu 
atau lebih unsur khususnya yang bersifat memberatkan.Unsur khusus 






2. Dasar Peringanan Pidana 
Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam 
undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya 
pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar 
umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus 
hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja. 
 
a) Dasar Peringanan Pidana Umum 
Menurut Jonkers bahwa dasar peringanan atau pengurangan 
pidana yang bersifat umum, yaitu: 
1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP); 
2. Pembantuan (Pasal 56); 
3. Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur 
(Pasal 45 KUHP).14 
Jonkers menjelaskan bahwa hanya Strafrechtelijke minderjarigheid, 
atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar peringan pidana 
yang sebenarnya, sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dan 
pembantuan bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya. 
b) Dasar Peringanan Pidana Khusus 
Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam 
                                                           
14
 A. Zainal Abidin Farid, Op. Cit. Hal 439 
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tindak pidana. Peringanan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II 
KUHP, yaitu: 
a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh 
anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa 
lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui 
orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan 
terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya, maka pidana 
maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP 
dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam 
Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana 
maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur 
delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 (misalnya 
karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua 
tahun sembilan bulan. Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) 
KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu 
kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun 
enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat 
menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur "takut diketahui 
bahwa ia telah melahirkan" dapat dibuktikan, maka pidana 
maksimumnya dikurangi dengan seperduanya. 
b. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara 
bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika 
dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia 
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sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya meringankan pidana 
seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, 
karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata "takut" 
harus diganti dengan perkataan "merasa aib", karena itulah yang 
terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan membunuh 
bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh 
karena menjamumya budaya pacaran yang meniru kehidupan orang-
orang Barat. 
Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang 
direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum sembilan 
tahun, sedangkan ancaman Pidana maksimum bagi pembunuhan yang 




































A. Lokasi Penelitian  
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka penyusunan proposal ini, maka penelitian akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makale. Dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi 
penelitian, karena penulis menganggap bahwa perkara yang akan diteliti 
oleh peneliti adalah perkara yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja dan 
diputus oleh Pengadilan Negeri Makale. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan antara lain:  
a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara 
atau interview dengan pelaku yang melakukan tindak pidana 
kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kabupaten Tana 
Toraja. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian ke 
perpustakaan dengan membaca buku, karya ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, internet, dokumen-dokumen, termaksuk 
pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Makale serta 
bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 




 Sumber Data 
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para 
penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut 
diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini. 
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan 
sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan proposal ini, digunakan metode pengumpulan 
data untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian 
kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (field 
research). 
1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang 
berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini. 
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengadakan observasi langsung ke lapangan untuk 






D. Analisa Data 
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian 
dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan 
dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana  
Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 85/ 
PID.SUS/2012/PN.MKL 
 Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memengang teguh pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila surat 
dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan 
sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. 
 Berdasarkan dengan kasus di atas penulis terlebih dahulu 
membahas tentang kasus posisi dalam putusan Pengadilan Negeri 
Makale Nomor 85/PID.SUS/2012/PN.MKL, sebagai berikut : 
a. Identitas Terdakwa 
Nama   : MUDDIN alias UDIN 
Tempat lahir  : Tokka 
Umur/tgl   : 20 Tahun / 2 April 1992 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal  : Piongan,Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Kuli Bangunan 
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b. Kasus Posisi 
Pada bulan Februari 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di 
Kampung Piongan Kec. Denpina Kab. Tana Toraja,Terdakwa 
menelpon korban Septiani Sangallo alias Lusi kekasihnya umur 15 
(lima belas) tahun berdasarkan Surat ijazah Sekolah Dasar Negeri 
225 Inpres Limbong Piongan yang ditandatangani oleh kepala sekolah 
Markus Duma, S.Pd pada tanggal 29 Juli 2009, dengan mengatakan “ 
tolong keluar sebentar” lalu korban menjawab “ mau buat apa” 
kemudian Terdakwa kembali mengatakan “ keluar sebentar saja, ada 
hal penting” selanjutnya korban keluar dan menemui Terdakwa di 
tempat kerjanya yang letaknya berada tidak jauh dibelakang rumah 
korban dan ketika bertemu Terdakwa mengajak korban masuk 
ketempat kerjanya kemudian mengambil HP dari kantong celananya 
dan mengajak korban menonton film porno namun korban tidak mau 
tetapi Terdakwa tetap memaksa korban untuk menonton film porno 
selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian yang 
dikenakannya lalu mengajak korban untuk bersetubuh dengan 
mengatakan “ tidak apa-apa aku betanggung jawab ko’ aku mau 
tinggal di toraja dan mau masuk agama kristen” dan sebelum 
menyetubuhi korban Terdakwa berjanji akan menikahi korban, 
selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan 
oleh korban lalu menarik tangan korban dengan paksa berbaring di 
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lantai kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dari atas sambil 
mencium pipi, bibir serta meraba kedua payudara serta alat kelamin 
korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah 
tegang kedalam alat kelamin korban dengan cara menggoyang-
goyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan 
spermanya di dalam alat kelamin korban. Kemudian Terdakwa 
kembali mengulangi perbuatannya kepada korban sebanyak 4 
(empat) kali dengan cara yang sama yakni pada bulan Maret 2012 
sebanyak 1( satu) kali bertempat di rumah korban, pada bulan April 
2012 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di temapt kerja Terdakwa 
pada bulan Mei 2012 sebanyak 1(satu) kali dirumah korban, hingga 
korban hamil sesuai dengan visum et repertum No. 01 / RSU.LP / VII / 
2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisanovie H. Rumpa, 
S.Ked pada tanggal 27 Juli 2012. Dengan hasil pemeriksaan sebagai 
berikut : 
 Teraba massa pada abdomen. 
 Bunyi jantung janin positif . 
 Tinggi judus uteri setinggi pusat.  
 Linea mygra positif. 
Kesimpulan:  
 Lusi sedang hamil kurang lebih 5 (lima) bulan.  
 
c. Dakwaan Penuntut Umum 
 Bahwa isi dakwaan penuntut umum disusun dengan cara atau 
sistem alternatif sebagai berikut : 
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Alternatif pertama : Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002  
     tentang Perlindungan Anak  
Alternatif kedua : Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002  
     tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1)  
     KUHP 
Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan alternatif 
kedua penuntut umum bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 
yang unsurnya sebagai berikut : 
1. Unsur Setiap Orang 
 Unsur “setiap orang” yang dalam redaksi KUHPidana mamakai kata 
Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari 
suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung 
jawaban secara yuridis. 
Terdakwa Muddin Alias Udin telah diharapkan oleh Jaksa Penuntut 
Umum ke Persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana 
sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya 
sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana 
dibenarkankan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan. 
 Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan 
orang yang diharapkan sebagai Terdakwa. 
 Dari fakta tersebut, Terdakwa mempunyai kwalitas sebagai 
pembuat/pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam redaksi 
barang siapa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
 
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian 
Kebohongan, Atau Membujuk Anak Persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain  
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 Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diatas menjadi 
fakta persidangan Terdakwa dan Septiani Sangallo alias Lusi memang 
benar melakukan persetubuhan. 
 Dari kenyataan tersebut yang menjadi pertanyaan apakah 
persetubuhan yaitu masuknya kelamin Terdakwa kedalam lubang 
kelamin Septiani Sangallo alias Lusi secara sedemikian rupa dilakukan 
dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 
Anak yang dilakukan dengan sengaja. 
 Oleh karena unsur-unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk diatas sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu 
unsur diatas terpenuhi maka unsur-unsur lainnya tidaklah harus 
dipertimbangkan. 
 Yang harus disadari dalam setiap perbuatan anak baik itu sebagai 
korban atau Terdakwa tentulah harus ada pengaruh dari luar dirinya, 
dalam kasus perkara ini apakah Septiani Sangallo alias Lusi sebagai 
korban dalam perkara ini ketika melakukan persetubuhan dengan 
Terdakwa, Terdakwa melakukannya dengan cara tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk. 
 Sebagaimana keterangan saksi Septiani Sangallo alias Lusi yang 
dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa yang ternyata 
saling bersesuain keduanya menerangkan bahwa mereka berpacaran 
juga sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada mengatakan 
kepada Septiani Sangallo alias Lusi, bahwa “tidak usah takut, karena 
Terdakwa akan bertanggung jawab kalau kamu hamil” , bahwa dengan 
memperhatikan fakta diatas menurut hemat Majelis hakim, maka unsur 
yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah 
unsur membujuk anak. 
 Pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong 
oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada 




 Oleh karenanya sengaja adalah unsur yang subjektif yang melekat 
pada sikap dan kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau 
kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar 
disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya. 
 Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pertama kali 
terdakwa melakukan persetubuhan dengan Lusi sekitar bulan Februari di 
tempat kerja terdakwa melalui telpon dan Lusi datang ketempat kerja 
terdakwa sambil bercerita, Terdakwa memeluk, mencium bibir, pipi dan 
leher Lusi kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa dan 
kembali memeluk Lusi sambil menonton film porno, lalu terdakwa 
membuka pakaian Lusi namun belum sempat terbuka semua Lusi ingin 
membuka pakaiannya sendiri akhirnya kami berdua sama-sama 
telanjang, kemudian terdakwa menyuruh berbaring dilantai dan terdakwa 
menindis badannya lalu Terdakwa mencium buah dadanya dan terdakwa 
mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Lusi namun terdakwa 
susah memasukkannya tapi setelah sekitar 5 menit barulah penis 
Terdakwa masuk kedalam vagina Lusi dan Terdakwa menggoyang-
goyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit spermanya keluar, 
kemudian terdakwa dalam keterangan lainnya juga menerangkan bahwa 
terdakwa tahu Lusi masih sekolah dan juga tidak terikat perkawinan 
dengan terdakwa, dengan demikian Terdakwa tahu bahwa perbuatannya 
menyetubuhi Lusi dilakukan dengan cara melawan Hukum. 
 Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi Septiani 
Sangallo alias Lusi masih berusia 15 (lima belas) tahun, yang menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
bahwa yang dapat digolongkan sebagai anak adalah yang berusia 18 
tahun sehingga dalam perkara ini saksi Septiani Sangallo alias Lusi 
menurut Majelis Hakim adalah anak sebagaimana ketentuan Undang-
undang tersebut.Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur unsur 
inipun telah terpenuhi. 
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 Perbuatan Terdakwa dijatuhkan dengan pasal 6 ayat (1) KUHP, 
yang mensyaratkan suatu perbuatan dilakukan secara berlanjut. 
 Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Septiani 
Sangallo alias Lusi disetubuhi oleh Terdakwa tidak hanya saktu kali 
tetapi Terdakwa melakukan berkali-kali yaitu sejak bulan Februaru 
hingga bulan Juni tahun 2012 dan dari apa yang dilakukan oleh 
Terdakwa terhadap Septiani sangallo Alias Lusi menjadikan Lusi hamil, 
dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur inipun juga telah 
terpenuhi. 
 Adapun saksi-saksi di dalam persidangan adalah sebagai berikut: 
 Saksi Septiani Sangallo alias Lusi dalam hal ini adalah korban 
 Saksi Yulius Lelu alias Ambe Dona adalah ayah dari korban 
 Saksi Kristina Dari alias Mama Dona adalah ibu dari korban  
 Saksi Daniel Nurun alias Nurun adalah tetangga korban yang 
mengetahui terdakwa membawa lari korban Lusi. 
 
d.   Tuntutan oleh Penuntut Umum  
 Tuntutan dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut : 
 Menyatakan Terdakwa MUDDIN alias UDIN bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 
81 ayat (2) UU No. 23. Tahun 2002 Jo Pasal 84 ayat (1) ke-1 KUHP 
dalam surat dakwaan. 
 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUDDIN alias UDIN berupa 
pidana penjara selama 7 (tujuh), dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada 
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dalam tahanan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh 
juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan. 
 Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar celana dalam abu-
abu, 1(satu) lembar rok celana warna coklat bergaris-garis dan 1(satu) 
lembar baju kaos warna hijau dikembalikan kepada yang berhak yaitu 
saksi korban 
e.   Amar Putusan Hakim 
MENGADILI 
 Menyatakan Terdakwa MUDDIN ALIAS UDIN , telah terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan 
sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya 
yang dilakukan secara berlanjut”. 
 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda 
sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 
 Menetapkan pidana yang dijatuhakan tersebut haruslah dikurangkan 
seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa tersebut. 
 Memerintahkan tedakwa tetap berada dalam tahanan. 
 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam abu-
abu, 1 (satu) lembar rok celana warna coklat bergaris-garis dan 1 
(satu) lembar baju kaos warna hijau dikembalikan kepada yang 
berhak yaitu saksi korban : Septiani Sangallo alias Lusi; 
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 
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f.    Analisis penulis  
 Dalam kasus ini terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dua 
dakwaan adapun perbedaan antara dakwaan pertama dan dakwaan 
kedua adalah dalam surat dakwaan pertama jaksa penuntut umum 
mendakwakan terdakwa Udin melanggar pasal 81 ayat (1) UU No.23 
tahun 2002 “dengan unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain”.Sedangkan dalam surat dakwaan yang kedua jaksa 
penuntut umum mendakwakan terdakwa udin melanggar pasal 81 ayat (2) 
UU No.23 tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP “dengan unsur sengaja 
melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. 
Adapun penerapan sanksi oleh majelis hakim pengadilan negeri 
makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya adalah 
Hakim memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan saksi 
lusi yang masih 15 tahun yang menurut undang-undang No.23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak bahwa yang digolongkan sebagai anak adalah 
yang berusia 18 tahun sehingga saksi lusi menurut hakim adalah anak 
sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut dan pasal 64 ayat (1) 




Dalam mempertimbangkan  hal tersebut diatas,majelis hakim dalam 
menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Udin berpedoman pada surat 
dakwaan kedua yaitu pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 jo Pasal 64 
ayat (1) KUHP. 
 Majelis hakim berpendapat, bahwa penuntut umum telah berhasil 
membuktikan dakwaannya dan majelis hakim tidak menemukan sesuatu 
bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas 
perbuataanya tersebut dan juga tidak menemukan suatu alasan, baik 
alasan pembenaran maupun pemaaf sebagai alasan penghapusan 
pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas 
perbuatannya tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana 
sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut berdasarkan pasal 81 ayat 
(2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) 
KUHP.  
 Menurut seorang hakim yang mengadili perkara ini, yakni Donald 
Everly Malubaya,S.H. (wawancara tanggal 4 Maret 2014) 
 “Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dilihat dari 
tuntutan penuntut umum di dalam surat dakwaan yang dilanggar oleh 
terdakwa Udin.”  
 Majelis hakim menerapkan ketentuan pidana berupa pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar 
Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
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denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
selama 1(satu) bulan kurungan.  
 Konteks perkara ini, terdakwa dalam hal ini Udin telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan 
sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang 
dilakukan secara berlanjut”. Donald Everly Malubaya,S.H .(wawancara 
tanggal 4 Maret 2014) berpendapat bahwa untuk perkara ini merupakan 
aib untuk keluarga si korban dan terdakwa namun karena tidak ingin 
diselesaikan secara kekeluargaan, maka terpidana dijatuhkan hukuman 
sesuai pasal-pasal yang dilanggarnya. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa 
seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa 
majelis hakim pada kekeyakinan bahwa terdakwa telah telah terbukti 
bersalah melanggar Pasal  81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan sanksi 
pemidanaan kepada terdakwa Udin. 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Persetubuan Terhadap Anak dalam Putusan 
NO.85/PID.SUS/2012/PN.MKL 
 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makale yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut: 
 Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut 
umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan 
dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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Saksi Yulius Lelu alias Ambe Dona. 
 
Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah 
Terdakwa telah membawa lari anak perempuan saksi yang masih dibawah 
umur. 
 Bahwa nama anak saksi (korban) Septiani Sangallo alias Lusi ; 
 Bahwa kejadiannya pada Hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 
02.00 wita, bertempat di Lembang Piongan, kec.Denpina Kab. Toraja 
Utara. 
 Bahwa saksi tahu jika Terdakwa telah membawa lari anak perempuan 
saksi awalnya sebelum saksi dan keluarga pergi ke pesta kematian di 
Piongan Lusi (korban) masih ada di rumah, setelah saksi dan keluarga 
pulang dari pesta kematian Lusi (korban) sudak tidak ada dirumah, 
kemudian saksi mencari anak saksi dirumah dan kerumah tetangga 
namun anak saksi tidak ada, kemudian saksi bersama-sama tetangga 
mencari anak saksi lalu saksi bertemu dengan Lel.Rony dan saksi 
mengatakan “ apakah kamu melihat anak saya” kemudian Rony 
menjawab “ sudah pergi sama udin”. 
 Bahwa setelagh tahu anak saksi dibawa pergi oleh Terdakwa 
kemudian warga berembuk untuk mencari anak saksi (Lusi) dan pergi 
mencari waktu itu Bayu, Yusuf dan sony lalu anak saksi (Lusi) 
ditemukan di sekitar wilayah Rantepao sekitar jam 20.00, Terdakwa 
dan anak saksi (Lusi) ditemukan di dalam kendaraan Bis Pelangi di 
terminal dan bis akan berangkat ke Makassar. 
 Bahwa yang menemukan pertama kali adalah Bayu yang merupakan 
teman kerja Terdakwa, saat Bayu menemukan mereka berdua lalu 
Bayu menelpon ke saksi untuk menyampaikan bahwa Lusi (anak 
saksi) telah ditemukan dan bayu katakan “apakah Lusi mau dibawah 
pulang kerumah” lalu saya katakan “ sebaiknya Lusi dan Terdakwa 
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dibawa ke kantor Polisi saja dan jangan dibawa pulang kerumah” 
karena anak-anak dirumah emosi semua, setelah Terdakwa dibawa 
kekantor polisi tak lama kemudian Lel.sony mengantar anak saya 
(Lusi) pulang kerumah. 
 Bahwa saat Lusi tiba di rumah, saksi menanyakan pada Lusi kenapa 
mau ikut sama Terdakwa dan Lusi bilang “kalau dirinya dibujuk oleh 
Terdakwa” lalu saksi pukuli dan hpnya dibakar sampai Lusi menangis 
karena malu atas perbuatannya. 
 Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di daerah tempat 
tinggal saksi. 
 Bahwa anak saksi bawa baju dari rumah cuma bawa satu baju 1 
(satu) lembar. 
 Bahwa saksi tahu kalau Lusi hamil pada saat pemeriksaan berikutnya 
di Kantor polisi berulah saksi tahu kalau Lusi pernah disetubuhi oleh 
Terdakwa hingga akhirnya mengandung/hamil. 
 Bahwa usia kandungannya ± 5 (lima) bulan. 
 Bahwa Lusi baru berumur 14 (empat belas) tahun dan masih 
bersekolah kelas 3 (tiga) SMP. 
 Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya lusi disetubuhi oleh 
Terdakwa karena Lusi tidak pernah ceritakan tentang kejadian 
sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa. 
 Bahwa saksi tidak mau menikahkan anaknya (Lusi) dengan Terdakwa 
karena saksi merasa tidak dihargai sebagai orang tuanya bahwa atas 
keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya. 
 
Saksi Kristina Dari (A) Mama Dona 
 
 Bahwa Terdakwa diajukan sehubungan dengan masalah Terdakwa 
telah membawa lari anak perempuan saksi yang masih dibawah umur, 
yaitu Septiani Sangallo alias Lusi. 
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 Bahwa kejadiannya pada hari Senin,tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 
02.00 wita, bertempat di Lembang Piongan, Kec.Denpina, Kab. Toraja 
Utara. 
 Bahwa saksi tahu jika Terdakwa telah membawa lari  anak perempuan 
saksi awalnya sebelum saksi dan keluarga pergi ke pesta kematian di 
Piongan Lusi (korban) masih ada dirumah, setelah saksi dan keluarga 
pulang dari persta kematian Lusi (korban) sudah tidak ada dirumah, 
kemudian saksi mencari anak saksi dirumah dan kerumah tetangga 
namun anak saksi tidak ada, kemudian saksi dan suami saksi 
(bapaknya Lusi) bersama-sama tetangga mencari anak saksi lalu 
suami saksi (bapaknya Lusi) bertemu dengan Lel.Rony dan 
menanyakan “apakah kamu melihat anak saksi”kemudian Rony 
menjawab “sudah pergi sama Udin”. 
 Bahwa stelah tahu anak saksi dibawa pergi oleh Terdakwa kemudian 
warga berembuk untuk mencari anak saksi (Lusi) dan yang pergi 
mencari waktu itu yakni Bayu, Yusuf dan Sony lalu anak saksi (Lusi) 
ditemukan disekitar wilayah Rantepao sekitar jam 20.00, Terdakwa 
dan anak saksi (Lusi) ditemukan di dalam kendaraan Bis Pelangi di 
terminal dan Bis tersebut akan berangkat ke Makassar. 
 Bahwa yang menemukan pertama kali adalah Bayu yang merupakan 
teman kerja Terdakwa, saat bayu menemukan mareka berdua lalu 
bayu menelpon ke suami saksi (bapaknya Lusi) untuk menyampaikan 
bahwa Lusi (anak saksi) telah ditemukan dan Bayu mengatakan 
“apakah Lusi mau dibawa pulang kerumah” lalu suami saksi 
(bapaknya Lusi) katakan “sebaiknya Lusi dan trdakwa dibawa ke 
kantor polisi saja dan jangan bawa ke rumah karena anak-anak 
dirumah sudah emosi semua, setelah Terdakwa dibawa kekantor 
polisi tak lama kemudian Lel.Sony mengantar anak saksi (Lusi) pulang 
kerumah. 
 Bahwa usia kandungan Lusi ± 5 (lima) bulan. 
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 Bahwa Lusi baru berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah 
kelas 3 (tiga) SMP. 
 Bahwa Lusi tidak pernah cerita pada saksi kejadiannya bagaimana 
Lusi disetubuhi oleh Terdakwa karena Lusi diam terus dan tidak 
pernah mau bicara. 
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menytakan benar. 
 
Saksi Daniel Nurun alias Nurun 
  
 Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangansehubungan masalah 
Terdakwa telah membawa lari anak perempuan yang masih dibawa 
umur yang bernama Septiani Sangallo alias Lusi, kejadiannya pada 
hari pada hari Senin,tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 02.00 wita, 
bertempat di Lembang Piongan, Kec.Denpina, Kab. Toraja Utara. 
 Bahwa saksi tahu kalo Terdakwa telah membawa lari Lusi awalnya 
saksi berada dirumah duduk-duduk kemudian bapaknya Lusi datang 
untuk mencari Lusi, saksi mengatakan “tidak ada” lalu saksi dan 
bapak Lusi pergi mencari Lusi (anaknya) kemudian kami bertemu 
dengan Lel.Sony dan menanyakan tentang Lusi lalu Lel.Sony yang 
pada saat itu mengatakan pada bapak Lusi bahwa Lusi sudah pergi 
bersama Terdakwa. 
 Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung perintahkan 
beberapa orang warga yakni Bayu,Yusuf dan Sony untuk mencari Lusi 
dan Terdakwa, saat itu Lel.Sony mencari sekitar wilayah Makale 
sedangkan Bayu dan yusuf mencari disekitar Rantepao. 
 Bahwa yang menemukannya adalah Bayu dan ditemukan dalam 
kendaraan Bis Pelangi di terminal Rantepao dan Bis tetsebut akan 
berabgkat ke Makassar. 
 Bahwa setelah ditemukan oleh Bayu kemudian Bayu menelpon 
kebapaknya Lusi menanyakn “apakah Lusi mau Terdakwa mau 
dibawa kerumah atau tidak?” tapi saksi menyarankan pada bapaknya 
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Lusi kalu sebaiknya dibawa kekantor polisi saja karena situasi sudah 
memanas saksi takut warga mengamuk jadi Lusi dan Terdakwa 
dibawa kekantor Polisi. 
 Bahwa Lusi dibawa lari oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) jam ; 
 Bahwa saklsi mengetahui masalah persetubuhan antara Lusi dan 
Terdakwa. 
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar. 
 Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak keberatan telah 
juga didengar keterangan saksi atas nama SEPTIANI SANGALLO ALIAS 
LUSI yang keterangannya dibacakan dipersidangan karena yang 
bersangkutan sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di 
persidangan karena dalam keadaan hamil tua, yang keterangannya pada 
pokoknya sebagai berikut: 
 Bahwa Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan yakni suka sama 
suka/berpacaran; 
 Bahwa pada bulan Februari Terdakwa menelpon saksi dan menyuruh 
saksi untuk datang ketempat kerja Terdakwa, setelah sampai ditempat 
kerja Terdakwa, saksi langsung ditarik dan diajak untuk mennton film 
porno yang ada di HP Terdakwa, setelah selesai menonton film 
Terdakwa langsung saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa 
dirumah kos Terdakwa pada saat itu teman Terdakwa sudah tidur. 
 Bahwa pada saat saksi diperkosa Terdakwa dengan paksa membuka 
baju saksi sehingga saksi menangis sambil berkata “saya takut sama 
mamakku” tetapi Terdakwa menjawab “ibumu tidak tahu” dan setelah 
pakaian saksi korban sudah sudah terbuka semua, Terdakwa 
memasukkan penisnya kedalam vagina daksi korban, sehingga 
korban marasakan sakit dan Terdakwa menggoyang-goyangkan 
pantatnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk kedalam vagina 
saksi korban sekitar 5(lima) menit lamanya. 
 Bahwa saksi korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, saksi 
korban merasa sangat sakit dan vaginanya mengeluarkan darah dan 
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saksi korban menjerit kesakitanm, saksi korban berkata pada 
Terdakwa “sakit,sakit” namun terdaakwa menjawab “saya juga sakit”. 
 Bahwa pada waktu kedua kalinya saksi korban berhubungan badan 
dengan Terdakwa dilakukan dirumah saksi korban pada saat orang 
tua korban tidak berada dirumah melainkan berada di rumah sakit. 
 Bahwa saksi dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan sudah 5 
(lima) kali itupun dilakukan berpindah-pindah tempat, pertama di 
rumah kost Terdakwa dan yang kedua dirumah korban yang ketiga 
dirumah kost Terdakwa, dan akibat persetubuhan saksi korban sudah 
hamil 3(tiga) bulan. 
Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan 
tersebut. 
 Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 
Terdakwa, yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
 Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan 
perkara persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Lusi dan juga 
Terdakwa membawa lari anak di bawah umur. 
 Bahwa kejadiannya pada Hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 
02.00 wita, bertempat di Lembang Piongan, Kec.Denpina, Kab.Toraja 
Utara. 
 Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan. 
 Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan Lusi, Terdakwa 
berpacaran dengan Lusi (korban). 
 Bahwa menurut Lusi, umurnya 16 Tahun masih sekolah kelas 3 (tiga) 
SMP. 
 Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Lusi 
sekitar bulan Februari di tempat kerja Terdakwa melalui telpon dan 
Lusi datang ketempat kerja Terdakwa sambil bercerita, Terdakwa 
memeluk, mencium bibir, pipi dan leher Lusi kemudian Terdakwa 
membuka seluruh pakaian Terdakwa dan kembali memeluk Lusi 
sambil menonton film porno, lalu Terdakwa membuka pakaian Lusi 
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namun belum sempat terbuka semua Lusi ingin membuka pakaiannya 
sendiri akhirnya kami berdua sama-sama telanjang, kemudian 
Terdakwa menyuruh berbaring dilantai dan Terdakwa menindis 
badannya lalu Terdakwa mencium buah dadanya dan Terdakwa 
mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Lusi namun 
Terdakwa susah memasukkannya tapi setelah sekitar 5 menit barulah 
penis Terdakwa masuk kedalam vagina Lusi dan Terdakwa 
menggoyang-goyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit spermanya 
keluar. 
 Bahwa Terdakwa membawa lari Lusi karena dia takut dengan 
orangtuanya karena sedang mengandung/hamil. 
 Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali, yang jelas selama Terdakwa 
berpacaran dengan Kusi hampir setiap hari me;akukan hubungan sex 
atau hubunagan kelamin dengan Lusi. 
 Bahwa sewaktu awal Terdakwa menyetubuhi Lusi, Terdakwa 
mengeluarkan diluar/dilantai tapi berikutnya selalu mengeluarkan di 
dalam vagina Lusi. 
 Bahwa Terdakwa menyetubuhi Lusi dilakukannya di tempat kerja 
karena ada kamar dibagian belakang bangunan yang ditempati kerja. 
 Bahwa selain di tempat kerja juga melakukan di rumah orang tuanya, 
kalau orang tuanya sudah tidur Terdakwa datang kerumah Lusi sekitar 
jam 11 malam atau jam 1 malam dan Terdakwa masuk kekamarnya. 
 Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan sebelumnya 
tapi karena pada waktu itu Terdakwa dan Lusi nonton film porno, 
akhirnya kami terangsang. 
 Bahwa selain ditempat kerja dan dirumahnya, Terdakwa juga pernah 
melakukan dibelakang rumahnya dibawah pohon dengan beralaskan 
sarung. 
 Bahwa Lusi sudah hamil 3 (tiga) bulan. 
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Bahwa cuma 1 (satu) kali Terdakwa bujuk dengan mengatakan “tidak usah 
takut, karena Terdakwa akan bertanggung jawab kalau kamu hamil”.  
 Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dengan 
cara atau sistem Alternatif, Alternatif Pertama Terdakwa melanggar Pasal 
81 ayat (1) UU RI. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
sedangkan Alternatif kedua perbuatab Terdakwa melanggar Pasal 8a1 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; 
 Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum 
Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang 
unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Unsur Setiap Orang 
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian 
Kebohongan, Atau Membujuk Anak Persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain  
 Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari 
pasal dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh jaksa penuntut 
umum atas diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut 
hukum,maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya 
dalam dakwaan kedua tersebut. 
 Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis 
Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu 
bertanggung jawab atas perbuataanya tersebut dan juga tidak 
menemukan suatu alasan, baik alasan pembenaran maupun pemaaf 
sebagai alasan penghapusan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya 
dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa dinyatakan 
bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut. 
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 Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana jaksa Penuntut Umum 
meminta supanya Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa 
berada dalam tahanan. 
 Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dalam hal penjatuhan 
pidana/pemindanaan harus bersungguh-sungguh memperhatikan berat 
ringannya pemindanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa dengan 
mengingat segala hal yang ada dalam diri Terdakwa yang ditemukan 
secara secara subjectif diatas sisi obyectif agar pemindanaan yang akan 
dijalani oleh Terdakwa justru akan menjani sarana yang tidak membangun 
dan akan merusak mental Terdakwa dan bahkan dapat merusak keluarga 
Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa pemindaan bukanlah sebagai 
sarana balas dendam walaupun memang pemindanaan merupakan salah 
satu sarana untuk menimbulkan efek jera. Namun Majelis Hakim melihat 
bahwa masa penahanan yang telah di jelani oleh Terdakwa selama ini, 
sedikit banyaknya sudah cukup untuk memberikan pembelajaran bagi 
Terdakwa untuk merenungi kesalahannya. Terdakwa dipersidangan 
dengan gamblang dan terus terang mengakui bahwa apa yang 
dilakukannya adalah salah dan Terdakwa berjanji untuk tidak lagi 
mengulangi kesalahan serupa. 
 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa 
Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh 
Terdakwa, serta kenyataan dipersidangan bahwa Terdakwa Septiani alias 
Lusi memang berpacaran dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan 
kenyataan-kenyataan itu, Majelis Hakim tidak sependapat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum. 
 Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan 
dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar 




 Menimbang, bahwa mengenai pemindaan sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak mengatur bahwa pemindanaan bersifat kumulatif yaitu 
adanya pidana penjara dan denda, oleh karena Terdakwa terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 
kepadanya, maka selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dikenakana 
pidana denda dengan besaran yang akan ditentukan dalam amar putusan 
ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka 
diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan 
ditentukan dalam amar putusan. 
 Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena 
Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa 
penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. 
 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman/pidana kepada 
Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan : 
 Sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. 
 Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma Hukum juga 
bertentangan dengan norma agama. 
Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak 
mengulanginya dikemudian hari. 
 Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman yang terdapat dalam amar 
putusan: 
 Menyatakan Terdakwa MUDDIN ALIAS UDIN , telah terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan 
sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya 
yang dilakukan secara berlanjut”. 
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 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda 
sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 
 Menetapkan pidana yang dijatuhakan tersebut haruslah dikurangkan 
seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
tersebut ; 
 Memerintahkan tedakwa tetap berada dalam tahanan ; 
 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam abu-
abu, 1 (satu) lembar rok celana warna coklat bergaris-garis dan 1 (satu) 
lembar baju kaos warna hijau dikembalikan kepada yang berhak yaitu 
saksi korban : Septiani Sangallo alias Lusi ; 
 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; 
 
Analisis penulis : 
 
 Berdasarkan dengan uraian diatas, sebagaimana yang dikemukan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan  bahwa tuntutan penuntut umum 
dan pertimbangan hukum hakim dalam amar putusan telah menilai bahwa 
perbuatan terpidana telah memenuhi unsur dan syarat dapat dipidanya 
yang bersangkutan. Pertimbangan hukum hakim dalam menetukan 
hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang didasarkan dengan hal-
hal yang memberatkan dan meringankan pada kasus tersebut, serta di 
dasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya beberapa 
keterangan saksi yang saling bersesuain turut menentukan pertimbangan 
hukum hakim yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
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 Menurut salah seorang hakim yang mengadili perkara ini, yaitu 
Donald Everly Malubaya,S.H. (wawancara tanggal 4 Maret 2014) bahwa 
perbuatan terpidana berdasarkan alat-alat bukti, seperti keterangan-
keterangan saksi maupun visum et repertum yang diajukan, serta fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan, telah memenuhi unsur tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini dapat dinilai dengan melihat 
dan mempertimbangkan perbuatan terpidana yang melakukan dengan 
sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya 
dengan tidak memperdulikan kerugian yang akan didatangkan dari 
perbuatannya tersebut. 
 Persoalan penting yang harus diperhatikan oleh hakim adalah 
apakah tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana bukanlah tindak 
pidana yang cenderung menimbulkan keresahan dan memungkinkan 
timbulnya persoalan hukum baru jika terpidana tidak dijatuhi hukuman 
berupa pidana maksimal. 
 Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka hakim tersebut 
tidak memberikan pidana maksimal kepada terpidana,karena ini 
merupakan pelajaran terpidana untuk memperbaiki dirinya kelak yang 
bersangkutan telah menjalani masa pidananya. pendapat tersebut 
didasari dengan tujuan pimidanaan yang bukan semata-mata sebagai 
pembalasan atau perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk 
membina dan mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga 
menjadi anggota masyarakat dikemudian hari. 
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 Menurut pandangan penulis sendiri adalah tujuan pemidanaan 
adalah agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya, pemidanaan juga 
merupakan juga efek penjeraan baik bagi si terdakwa maupun orang-
orang yang mempunyai niat untuk berbuat jahat selain itu juga tujuan 
pimidanaan adalah sebagai pemulihan korban (Restoratif Justice). 
Penekanan dari tujuan pemidanaan tersebut adalah perlindungan 
masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada pelaku 
kejahatan.dalam konteks pengertiannya tujuan pemidanaan tidak hanya 
memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga menjadi alternatif lain yang 



















A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menerik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa penerapan sanksi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak dalam putusan no.   
85/PID.SUS/2012/PN.MKL adalah dengan menerapkan pasal 81 ayat 
(2) UU Nomor 23 tahun 2002 tantang Perlindungan Anak Jo pasl 64 
ayat (1) KUHP, yang diancam dipidana dengan penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun, namun dalam putusan hakim hanya menghukum 
terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun.  
2. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana persetubuan terhadap anak dalam 
putusan no. 85/PID.SUS/2012/PN.MKL.Didasarkan oleh penelitian 
objektif dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
adalah terdakwa belum pernah dihukum, dan akibat perbuatan 
terdakwa saksi korban hamil ± 5 bulan. Berdasarkan hal-hal tersebut 
dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata 
sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan 
untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya 





 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran 
sebagai berikut: 
1. Dalam suatu proses pembuktian pada tiap kasus khususnya kasus 
persetubuhan terhadap anak, melibatkan peranan jaksa penuntut 
umum maupun hakim sebagai pembuat keputusan dalam suatu tindak 
pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, maka dari itu perlunya 
peningkatan koordinasi antara penegak hukum yang lebih baik lagi 
dalam pembuktian tindak pidana. 
2. Orang tua seharusnya  memberikan perhatian lebih terhadap anak 
supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana 
persetubuhan yang merusak masa depan anak.  Pendekatan dari segi 
agama sangat diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu 
mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan 
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